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Abstract

Children are the next generation of our great country. Therefore, it is the country’s responsibility
to protect children’s rights by creating regulations to enforce it. One amongst many of the
regulations is UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan where it is stated in Pasal 7 ayat 1 that
the minimum age of marriage is nineteen years old for male and sixteen years old for female.
However, in 2019 with many considerations, Mahkamah Konstitusi ratified UU No. 16 Tahun
2019. Which means, the minimum age of marriage rose to nineteen years old for both male and
female. Nevertheless, a judge in Bantaeng, South Sulawesi, decided to grant a request for
dispensation of a matrimony between a fifteen years old male and fourteen years old female. The
judge’s consideration was so the female child can have a protection. The writer perceives this
decision as injudicious because it is fair to say that physically, mentally, and financially, this
couple is not ready for marriage. Also, by uniting them in marriage, both the female and male
child will be at risk of losing certain rights that they suppose to receive as children.
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. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh perkembangan anak di
negara tersebut dalam sebuah pembangunan nasional.? Anak perlu
memperoleh suatu kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang

sesuai dengan umurnya untuk berkembang. Untuk itu, haruslah dilakukan

1 D.S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di
Pengadilan Anak Indonesia, (Depok: Indie Publishing, 2011), hal. 21.



suatu upaya dalam melindungi kesejahteraan anak dengan memberi jaminan
terhadap hak-hak anak tanpa adanya unsur diskriminatif.

Perlindungan yang diberikan terhadap anak merupakan usaha yang
dilakukan untuk membuat setiap anak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya sesuai dengan tumbuh kembangnya sang anak.? Pada UUPA di
satu sisi mengamanatkan kepada para orang tua memiliki kewajiban untuk
bertanggung jawab atas terjadinya perkawinan pada usia anak yang masih di
bawah umur. Namun, disisi lain dalam Perkawinan pada prakteknya
membolehkan orang tua mengupayakan terjadinya perkawinan pada usia
anak-anak, yang intinya membolehkan pada orang tua pihak pria atau pihak
wanita untuk meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan atau pejabat yang
berwenang meskipun anak yang hendak melangsungkan pernikahan itu belum
cukup umur. Hal ini sebagaimana yang ditentukan dalam UU Perkawinan
yang menyatakan bahwa perkawinan diperbolehkan apabila sang laki-laki
sudah mencapai umur 19 tahun dan sang anak perempuan sudah mencapai
ketentuan usia berumur 16 tahun.

Maraknya kasus perkawinan dini yang terjadi di Indonesia khususnya
yang sering terjadi di Kabupaten Bantaeng, Makasar terjadi seorang anak laki-
laki dan perempuan yang berusia 15 tahun dan 14 tahun melangsungkan
perkawinan dikarenakan alasan perkawinan tersebut yakni anak perempuan
yang berusia 14 tahun tersebut telah sebatang kara dan sudah tidak memiliki
kedua orangtua selain itu kedua pasangan menjalin hubungan sudah lama,
sehingga Pengadilan Agama Bantaeng mengabulkan permohonan dispensasi
perkawinan kedua pasangan tersebut karena dinilai dengan menikahkan kedua
pasangan tersebut maka sang anak perempuan mendapat perlindungan dan

untuk menghindari akan terjadinya hal-hal negatif.

2 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hal. 33.



B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang hendak diangkat
dalam jurnal ini yaitu;
Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tentang
pemberian dispensasi terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah

umur?

C. Metode Penelitian
Apabila merujuk pada substansi judul, maka penelitian ini lebih
condong pada jenis penelitian yuridis normatif karena lebih melihat pada
proses untuk menemukan suatu adanya aturan hukum yang berkaitan dengan
prinsip-prinsip hukum maupun adanya doktrin hukum. Sumber data diperoleh
melalui studi kepustakaan dan berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis

ke beberapa daerah serta menggunakan tambahan undang-undang.

Il. ANALSISIS
A. Kronologi Kasus Penetapan Dispensasi Nikah Pada Putusan Nomor
42/Pdt.p/2018/PA.Batg
Pada kasus yang terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan pasangan yang
masih dibawah umur yang bernama Fitrah Ayu (14 tahun) dan Syamsuddin
(15 tahun) mengajukan permohonan perkawinan ke KUA-Bantaeng Sulawesi
Selatan akan tetapi permohonan tersebut mendapat penolakan dari pihak
KUA-Bantaeng dikarenakan kedua pemohon tersebut belum memenuhi syarat
untuk menikah. Pihak KUA menolak dengan mengeluarkan N9 (penolakan
pencatatan). Setelah mendapat penolakan dari pihak KUA kedua pasangan
tersebut kemudian mengajukan diri ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan
dispensasi yang dimana alasan kedua pasangan tersebut ingin menikah
dikarenakan “takut tidur sendiri”. Atas pertimbangan tersebut kemudian
Pengadilan Agama Bantaeng, Sulawesi Selatan mengeluarkan izin penetapan
permohonan dispensasi menikah kepada Syamsuddin (15 tahun) dan Fitrah

Ayu (14 tahun) untuk dapat melakukan perkawinan dengan alasan



diberikannya izin tersebut yaitu untuk menghindari timbulnya mudharat atau

akses negatif bagi keluarga kedua belah pihak.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan

yaitu sebagai berikut:

1.
2.

Menimbang bahwa kedua belah pihak sama-sama memeluk agama Islam.
Menimbang bahwa kedua belah pihak yaitu Syamsuddin (15 tahun) dan
Fitrah Ayu (14 tahun) berstatus gadis dan berstatus jejaka.

Menimbang bahwa kedua belah pihak tidak memiliki ikatan darah, dan
susunan ataupun pertalian lainnya, sehingga tidak memiliki hambatan
untuk menikah.

Menimbang bahwa kedua belah pihak bermaksud dinikahkan karena
keduanya saat ini tengah menjalani hubungan pacaran dan dikhawatirkan
akan terjadinya hal-hal negatif bagi keluarga kedua belah pihak apabila
tidak segera dinikahkan disebabkan keduanya sering berpergian berduaan
tanpa seizin orang tua.

Menimbang bahwa keluarga Pemohon Il telah melakukan pelamaran
kepada anak Pemohon | dan keluarga kedua belah pihak telah merestui
pernikahan mereka.

Menimbang bahwa Pemohon | dan Pemohon Il masih berusia muda maka
keluarga kedua belah pihak bersepakat akan membantu kebutuhan
keduanya setelah menikah.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah
dengan dalil-dalil yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon | bermaksud
untuk menikahkan anaknya yaitu Fitrah Ayu dengan anak Pemohon II
bernama Syamsuddin, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah setempat
menolak untuk menikahkan mereka Antara keduanya tidak terdapat
hambatan untuk menikah serta tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas
rencana pernikahan tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 yang diajukan para Pemohon

adalah akta yang merupakan akta otentik karena diterbitkan dan



10.

11.

ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng,
Kabupaten Bantaeng selaku pejabat yang berwenang untuk itu, maka hal
ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan
adanya penolakan untuk menikahkan anak Pemohon | bernama Fitrah Ayu
dengan anak Pemohon Il bernama Syamsuddin dengan alasan tidak cukup
umur.

Menimbang bahwa bukti P2 dan P3 yang diajukan para pemohon adalah
akta yang merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng
selaku pejabat yang berwenang untuk itu, maka hal ini telah sesuai dengan
Pasal 285 R.Bg. Bukti-bukti tersebut menerangkan mengenai identitas
para Pemohon juga menerangkan mengenai identitas dan tanggal kelahiran
anak Pemohon | bernama Fitra Ayu yakni tanggal 23 November 2003 atau
saat ini berusia 14 tahun 4 bulan, dan anak Pemohon Il bernama
Syamsuddin lahir tanggal 12 Desember 2001 atau saat ini berusia 16 tahun
3 bulan.

Menimbang bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut tidak bersifat
persangkaan atau disusun berdasarkan akal fikiran belaka serta tidak
bersifat testimonium de auditu sebagaimana diatur dalam Pasal 309 ayat (1
dan 2) RBg., keterangan para saksi juga relevan dengan pokok perkara
serta saling mendukung satu sama lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal
309 RBg. maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi,
oleh karenanya dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut harus
dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa saat ini Syamsuddin telah bekerja sebagai buruh
bangunan dengan penghasilan sekitar Rp 1.500.000,00 hingga Rp
2.000.000,00 perbulan. Adapun Fitrah Ayu tidak memiliki pekerjaan.

Maka hakim Pengadilan Agama menilai untuk menghindari adanya

kemudharatan atau akses negatif bagi keluarga kedua belah pihak dan

pernikahan tersebut akan menjadi instrumen dalam rangka menjaga muru’ah,



keluhuran serta nilai-nilai religiusitas yang tinggi dalam masyarakat setempat

demi menghindari tumbuh kembangnya budaya free seks dalam masyarakat.

Maka permohonan pernikahan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim
dengan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon I,

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon | yang bernama Fitrah Ayu
untuk menikah dengan anak Pemohon 11 yang bernama Syamsuddin;

3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp341.000,00 ( tiga ratus emat puluh satu ribu rupiah ).
Demikian penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dalam

rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 3 April 2018.

Hakim dalam kasus ini tidak dapat melakukan penolakan terhadap
pengajuan dispensasi perkawinan karena hakim juga mempertimbangkan hal-
hal yang mengharuskan untuk melangsungkan perkawinan seperti salah satu
contohnya yaitu untuk menghindari terjadi hamil diluar nikah. Dispensasi
dilakukan guna melindungi hak dari wanita yang mengalami kejadian hamil

diluar nikah.

. Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Tentang Pemberian
Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur, (Studi Putusan: Putusan
Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 42/PDT.P/2018/PA.Batg
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
mengatur bahwa usia perkawinan yang ideal bagi wanita dan pria adalah 19
tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Maraknya kasus-kasus perkawinan
di bawah umur yang sering terjadi di Indonesia tentunya memiliki dampak
yang cukup berpengaruh bagi tumbuh kembang anak. Perkawinan itu sendiri
memiliki arti yaitu dengan adanya perkawinan maka terciptalah sebuah
keluarga yang bahagia. Menurut Hukum Islam perkawinan merupakan ibadah
untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dalam
melakukan perkawinan terlebih dahulu haruslah memperhatikan usia atau

umur apakah usia atau umur tersebut telah cukup matang untuk membina



rumah tangga dan juga haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang
perkawinan yang berlaku.

Dalam ketentuan tersebut seseorang dianggap telah dewasa dan sudah
dapat melangsungkan perkawinan apabila seseorang telah memasuki masa
baligh. Dalam ketentuan hukum adat seseorang yang dapat melakukan
perkawinan juga tidak dilihat dari usianya melainkan dilihat dari tanda-tanda
bangun tubuh, yaitu dimana seorang wanita telah melakukan masa menstruasi
(datang bulan), sedangkan seorang laki-laki dilihat dari perubahan suaranya,
atau sudah mimpi basah, dan memiliki nafsu terhadap seks.

Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam hal pergaulan yaitu
seringkali terjadi kehamilan di luar pernikahan yang mengakibatkan seseorang
terpaksa harus menikah walaupun usia belum mencukupi. Selain kasus
kehamilan di luar nikah remaja zaman sekarang sudah mengenal istilah
pacaran antar lawan jenis. Remaja zaman sekarang yang telah mengenal kata
pacaran khususnya yang terjadi pada masyarakat daerah umumnya tidak
memperhatikan mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan, bagi
mereka apabila mereka sudah pacaran dan merasa saling tertarik satu sama
lain maka langsung memutuskan untuk melakukan perkawinan. Sebagaimana
dengan kasus yang terjadi di salah satu daerah di Indonesia yaitu daerah
Bantaeng, Sulawesi Selatan, dimana masyarakat daerah tersebut banyak sekali
yang melakukan perkawinan namun usia kedua pasangan masih di bawah
umur.

Dalam Bab |11 telah diuraikan mengenai kasus posisi yang terjadi yaitu
seorang laki-laki yang berusia 15 tahun menikah dengan seorang perempuan
berusia 14 tahun dengan alasan perkawinan tersebut yaitu karena perempuan
tersebut takut untuk tidur sendiri, sehingga keluarga memutuskan untuk
menikahkan kedua anak tersebut, dan keluarga dari laki-laki pun mengajukan
permohonan perkawinan tersebut ke KUA Bantaeng namun dikarenakan pihak
KUA merasa bahwa umur kedua pasangan tersebut belumlah cukup maka
pihak KUA pun menolak menikahkan pasangan tersebut. Setelah mendapat

penolakan dari KUA pihak keluarga pun meminta dispensasi nikah kepada



Pengadilan Agama Bantaeng dan dispensasi tersebut disetujui oleh Pengadilan
Agama Bantaeng.

Melihat kasus tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa alasan
pernikahan di bawah umur yang diajukan tidaklah relevan. Faktor dikarenakan
takut tidur sendiri tidak diatur dalam undang-undang perkawinan sebaliknya
jika kita mengacu pada Undang-undang Perlindungan Anak, seorang anak
yang takut tidur sendiri sudah seharusnya mendapat perlindungan dari
keluarga atau dapat menempuh jalur yang lain selain harus menikahkan anak
yang masih berada di bawah umur.

Pengaturan Undang-undang Perkawinan yang lama yaitu Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 telah mendapat revisi dari Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dalam sebuah rapat paripurna, adapun pasal dalam undang-undang
yang direvisi oleh DPR vyaitu Pasal 7 yang mengatur usia diperbolehkannya
melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yaitu menjadi 19
tahun. Undang- undang ini juga mewajibkan pemerintah agar melakukan
sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang berbahayanya
perkawinan yang dilakukan apabila belum cukup umur dari berbagai aspek.
DPR menyepakati bahwa dalam revisi undang-undang yang baru ini pun
dispensasi perkawinan dapat diberikan apabila ada izin dari pengadilan yang
diajukan oleh orang tua pihak laki-laki dan/atau perempuan serta harus
berdasarkan alasan-alasan yang kuat yang sesuai dengan undang-undang, dan
pengadilan harus menghadirkan calon laki-laki dan perempuan yang akan
menikah. Apabila akan melangsungkan pernikahan dalam undang-undang
yang terbaru pun harus disertai dengan alasan yang jelas dan berdasarkan pada
aturan undang-undang.

Berbagai hal yang telah diuraikan di atas harus menjadi dasar
pertimbangan para pihak khususnya dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama
yang memberikan izin dispensasi menikah pasangan di bawah umur. Dalam
kasusnya yaitu Penetapan Nomor 42/Pdt.p/2018/PA.Batg, dalil atau alasan
yang disampaikan oleh pemohon dispensasi nikah di pengadilan tersebut yaitu

dikarenakan anak pemohon takut untuk tidur sendiri. Disamping itu juga



dikarenakan anak wanita tersebut sudah tidak memiliki orang tua sehingga
pihak keluarga laki-laki setuju untuk menikahkan dan akan membantu kedua
pasangan tersebut dalam hal ekonomi dan dalam membina hubungan rumah
tangga. Pengadilan Agama Bantaeng mengabulkan permohonan tersebut.

Menurut penulis, perkawinan terhadap anak di bawah umur sudah
selayaknya untuk dihindari karena berguna untuk menjamin dan melindungi
hak-hak anak. Alasan yang diajukan karena takut tidur sendiri dan untuk
melindungi anak yang sudah tidak memiliki orang tua dapat dilakukan dengan
cara yang lain tanpa harus menikahkan anak yang masih di bawah umur
karena pada umur demikian seorang anak berhak memperoleh pendidikan,
serta kebebasan untuk berkembang sesuai dengan umurnya dalam masyarakat.

Pernikahan di bawah umur oleh pasangan yang belum cukup usia untuk
melakukan perkawinan pada hakekatnya merupakan suatu pernikahan yang
dilakukan oleh seseorang dalam usia anak-anak. Hal ini sebagaimana
tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak merupakan
seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada
dalam kandungan.

Masalah mengenai pernikahan di bawah umur merupakan permasalahan
yang selalu terjadi di beberapa daerah seiring dengan munculnya berbagai
faktor yang berbeda-beda di setiap daerah, khususnya pada daerah Bantaeng
yaitu faktor yang terjadi dikarenakan faktor lingkungan pergaulan sehingga
jalan yang sering ditempuh oleh orang tua daerah tersebut yaitu mengajukan
permohonan dispensasi nikah melalui pengadilan agama.

Alasan tersebut mempengaruhi sikap para hakim pengadilan agama yang
ditunjuk dalam mengambil keputusan untuk memberikan izin dispensasi
perkawinan bagi para pihak yang mengajukan permohonan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam beberapa daerah di Indonesia
khususnya dalam penelitian ini penulis meneliti di daerah Indramayu dan
Cirebon, Jawa Barat yang penulis gunakan sebagai perbandingan data dengan

kasus yang terjadi di Bantaeng. Berdasarkan hasil penelitian kota Indramayu



merupakan kota yang terkadang memiliki pasangan yang menikah di bawah
umur cukup lumayan dalam setiap tahun, yaitu sekita 17 pasangan dalam
setahun mendaftarkan diri ke KUA Indramayu untuk melakukan pendaftaran
namun pihak KUA tersebut menolak dikarenakan dengan usia yang belum
cukup umur. Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indramayu memiliki
alasan yang berbeda dengan yang terjadi di Bantaeng, dimana alasan
perkawinan yang diajukan dikarenakan dengan faktor ekonomi yang terjadi.
Para masyarakat berprofesi sebagai nelayan sehingga timbul ketertarikan antar
lawan jenis dan memutuskan untuk menikah. Sedangkan pada masyarakat
kota Cirebon perkawinan di bawah umur sudah sangat jarang ditemui dalam
setahun bahkan hampir sangat jarang pasangan di bawah umur yang menikah
di kota tersebut dikarenakan Cirebon sudah merupakan kota besar sehingga
masyarakat disana pun sudah berfikiran lebih maju dan sudah jarang
menikahkan anak mereka di bawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Indramayu,
Kepala KUA Cirebon, serta dengan dosen mata kuliah Perlindungan Anak
Soetan Budhi faktor-faktor yang menyebabkan dikabulkannya permohonan
dispensasi nikah pada anak di bawah umur oleh hakim pengadilan agama lebih
dikarenakan karena kondisi dari pihak wanita atau hakim terkadang lebih
melihat dari sisi wanita. Pada kasus penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Batg,
hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan berpedoman pada
kaidah fikih untuk menghindari adanya suatu kemadharatan (kerusakan).
Artinya bahwa, hakim mengambil keputusan tersebut untuk menghindari
kerusakan yang akan timbul lebih besar di kemudian hari.

Menurut penulis, secara yuridis, hakim telah tepat dalam mengabulkan
permohonan dispensasi nikah tersebut karena berlandaskan pada Undang-
undang Perkawinan yang dijadikan dasar hukum sebagai pijakan untuk
mengambil keputusan tersebut yang dalam Pasal 7 ayat (2) memperbolehkan
seorang anak yang masih di bawah umur melangsungkan pernikahan dengan
cara mengajukan dispensasi nikah. Walaupun undang-undang telah

menentukan usia nikah bagi pria dan wanita setara 19 tahun, disisi lain

10



pengadilan agama secara yuridis diberikan kewenangan dalam hal dispensasi
nikah sebagai jalan keluar untuk mengatasi timbulnya kerusakan yang lebih
besar dikemudian hari. Namun, disini pengadilan agama seharusnya tidak
menggampangkan terjadinya pernikahan pada usia anak yang masih di bawah
umur terlebih lagi untuk alasan yang tidak cukup kuat.

Dalam kasus dispensasi nikah yang dikarenakan seorang perempuan takut
untuk tidur sendiri, penulis berpendapat bahwa dispensasi nikah bukanlah
jalan yang tepat untuk ditempuh sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan
terhadap kemudharatan. Termasuk juga dikabulkannya permohonan dalam
kasus penetapan Nomor 42/Pdt.P/ 2018/PA.Batg.

Apabila melihat ketentuan Undang-undang Perkawinan yang baru Nomor
16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia perkawinan yaitu menjadi 19
tahun bagi laki-laki dan wanita, serta pada Pasal 26 ayat (1) Undang-undang
Perlindungan Anak dengan tegas melarang terjadinya pernikahan anak di
bawah umur yang belum mencapai 18 tahun. Dengan adanya aturan demikian,
penulis berpendapat bahwa adanya kontradiksi antara kedua undang-undang
tersebut sehingga dibutuhkan ketelitian yang mendalam bagi seorang hakim
dalam menyelesaikan kasus dispensasi pernikahan anak di bawah umur
khususnya dengan alasan takut tidur sendiri.

Undang-undang Perkawinan yang baru Nomor 16 Tahun 2019 juga
memuat aturan mengenai dispensasi perkawinan yang berbeda dengan
undang-undang perkawinan yang lama. Dispensasi adalah pemberian hak
kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas
minimal 19 tahun. Pada prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan
diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata
keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu
dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia yang dimaksud, para pihak
dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. Menurut Undang-
undang Perkawinan yang baru, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui
pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua

belah pihak calon mempelai.
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Berdasarkan hal tersebut dalam kasus dispensasi perkawinan yang di
Bantaeng dimana pengadilan memberikan izin dispensasi dengan alasan takut
tidur sendiri tanpa adanya surat-surat pendukung lainnya, penulis merasa
alasan tersebut tidak cukup kuat dan tidak tepat untuk dilangsungkan
perkawinan. Maraknya kasus perkawinan yang terjadi di Bantaeng umumnya
dikarenakan oleh faktor lingkungan serta pergaulan remaja yang berada di
Bantaeng. Secara hukum pernikahan di bawah umur merupakan suatu hal
yang dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan undang-undang yang
berlaku. Namun perlu diperhatikan untuk melangsungkan suatu perkawinan
diperlukan kesiapan mental dari kedua pasangan, haruslah masak jiwa dan
raga, agar tujuan perkawinan untuk menciptakan suatu kebahagiaan dalam
keluarga dapat terwujud dan menghindari terjadinya perceraian.®

Berdasarkan kasus Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Batg, hakim tidak
terikat dengan hukum positif. Kasus mengenai dispensasi perkawinan
merupakan perkara yang bersifat volunteer. Undang-undang menilai putusan
yang sesuai dengan gugatan permohonan adalah penetapan yang disebut juga
dengan beschikking. Perkara mengenai dispensasi hanyalah untuk mendapat
hak dari pemohon sehingga yang dibutuhkan hanyalah keterangan saksi dari
pihak-pihak yang mengenal dan mengetahui keadaan pemohon. Dengan
demikian, maka berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Batg. hakim
dalam memberikan dispensasi tidaklah terikat pada hukum positif. Dalam
mengabulkan penetapan ini, hakim tidak hanya berdasarkan pada batasan usia
pada laki-laki yang berusia 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun, tetapi
dalam memutuskan penetapan ini hakim bersifat progresif, dimana hakim
lebih  mendahulukan kepentingan ~manusia atau orang-perorangan
dibandingkan hukum dari sudut logika dan peraturan. Penetapan/beschkking
suatu penetapam yang diambil karena berhubungan dengan suatu permohonan

yang dinamakan yaitu “yuridiksi voluntai.

3 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2015), hal.78.
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Dalam penelitian wawancara yang penulis lakukan di daerah Jawa Barat
penulis mengambil begitu banyak pengalaman yang dapat dijadikan ilmu,
yaitu mengenai kehidupan anak-anak daerah yang sangat berbeda dengan ibu
kota. Anak-anak daerah mereka lebih cenderung suka bermain dan mata
pencaharian keluarga mereka pun dari hasil nelayan, sehingga karena kedua
orang tua mereka adalah seorang nelayan maka jalan satu-satunya agar mereka
mendapat perlindungan yaitu dengan cara menikah.

PENUTUP
Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pemberian dispensasi
oleh Pengadilan Agama Bantaeng, Sulawesi Selatan sebagaimana kasus yang
diangkat adalah pemberian dispensasi perkawinan yang diberikan oleh
pengadilan dikarenakan sang anak takut tidur sendiri kurang relevan karena
menurut penulis untuk melindungi seorang anak yang takut tidur sendiri dapat
dilakukan berbagai cara tanpa harus menikahkan sang anak yang apabila Kita
melihat dari segi kesiapan mental sang anak, anak tersebut belumlah siap dan
matang secara fisik maupun batin untuk terikat dalam kehidupan rumah
tangga. Berdasarkan penelitian penulis ke beberapa daerah di Jawa Barat yang
penulis jadikan perbandingan dengan kasus yang ada di Bantaeng pun penulis
menyimpulkan bahwa perkawinan anak di bawah umur marak terjadi
dikarenakan faktor lingkungan dan sosial yang dialami sang anak. Masyarakat
daerah pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang minim sehingga
mereka tidak mengetahui dampak-dampak yang timbul akibat adanya
perkawinan pada usia belia. Adapun hal lain yang mengakibatkan adanya
perkawinan bawah umur vyaitu penulis menyimpulkan dikarenakan
pengawasan orang tua yang kurang terhadap anak sehingga anak bebas
melakukan hal yang diinginkan yang pada akhirnya berdampak buruk bagi
anak itu sendiri, yaitu salah satu contohnya banyaknya kasus hamil di luar

nikah. Penulis menyimpulkan perkawinan bawah umur dapat dicegah apabila
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adanya pengawasan orang tua terhadap anak dan baik anak maupun orang tua
memahami dampak yang terjadi apabila menikah di usia dini.

Perkawinan anak-anak di bawah umur di zaman sekarang memang sudah
sangat banyak terjadi alangkah lebih baik apabila orang tua dapat
memperhatikan pergaulan anak-anak agar mereka terhindar dari adanya
perkawinan bawah umur. Penulis merasa negara juga seharusnya
memperhatikan tumbuh kembang anak dengan memperdalam pengetahuan
mengenai bahayanya pergaulan bebas di negara-negara khususnya indonesia.
Jawa Barat memiliki kehidupan sosial yang sangat tinggi tingkat mengenai
toleransi terhadap sesama oleh sebab itu apabila ada masyarakat yang menikah
maka mereka saling mendukung satu sama lain, mereka tidak memikirkan
bahaya yang ditimbulkan bila melakukan perkawinan yang dibawah umur
selain dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan perkawinan bawah umur
berdampak buruk bagi kesehatan sang anak perempuan. Anak perempuan
yang telah hamil dan mengandung usia mereka belum siap untuk mengandung
selain itu juga mental bagi anak yang masih di bawah umur untuk
mengandung juga belum siap, bayangkan saja apabila seorang anak yang
masih di  bawah umur harus melahirkan dan menyusui, mental mereka
tidaklah siap baik jiwa dan raga, orang tua daerah jawa barat cenderung
kurang memperhatikannya. Bagi mereka asalkan sang anak sudah menikah
maka beban keluarga pun dapat berkurang. Mereka lebih mengutamakan
asalkan sang anak sudah mendapat jodoh yang mapan maka usia berapapun
tidak menjadi masalah untuk dinikahkan. Pada masyarakat daerah Cirebon
mereka sudah memiliki jalan pikiran yang lebih terbuka sehingga tingkat
perkawinan bawah umur di Cirebon sekarang ini sudah sangat jarang.
Menurut penulis alasan yang dilakukan pemohon di bantaeng untuk
melakukan perkawinan bawah umur kuranglah tepat hanya dengan alasan
takut untuk tidur sendiri maka mereka pun dinikahkan, alasan takut tidur
sendiri kurang relevan. Apabila takut untuk tidur sendiri maka dapat meminta
bantuan keluarga lainnya untuk menemani sang anak tidur, tidak harus dengan

menikahkan sang anak yang masih di bawah umur. Hubungan pacaran bagi
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anak remaja itu memang sudah sangar biasa terjadi apabila dilakukan
pengawasan yang baik dari orang tua maka perkawinan bawah umur tidak
akan terjadi juga hal-hal negatif tidak akan terjadi seperti adanya hamil di luar
nikah.

. Saran

Saran penulis dalam kasus ini yaitu anak-anak yang masih di bawah umur
khususnya anak yang belum dewasa secara undang-undang lebih baik untuk
mengejar pendidikan dan cita-cita. Negara sangat membutuhkan kaum-kaum
muda yang berprestasi, menikah bukanlah sesuatu hal yang salah melainkan
sebaiknya menikahlah pada saat usia dan mental masing-masing pihak sudah
siap dan matang. Untuk para orang tua sebaiknya sejak dini memberikan
edukasi kepada anak-anak tentang pernikahan sehingga sang anak pun dapat
mengerti dan terhindar dari adanya hal-hal negatif yang mengharusnya sang
anak untuk menikah. Penulis juga menyarankan bahwa kepada anak-anak
yang masih berada di bawah umur utamakanlah kepentingan sekolah dan
kejarlah cita-cita setinggi mungkin. Penulis sangat berharap perkawinan
bawah umur dapat dicegah apapun bentuk alasannya, karena perkawinan
bawah umur dapat menimbulkan perceraian bagi anak-anak yang belum
memiliki mental yang kuat untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sebagai
salah satu contoh orang atau pasangan yang tinggal berdua itu memiliki pola
pikir yang berbeda, pola pandang terhadap hidup yang berbeda, orang yang
sudah dewasa saja bahkan dapat memiliki konflik walaupun umur mereka
dapat dikatakan sudah matang. Apabila anak yang masih di bawah umur harus
dipaksa untuk hidup berdua dengan seseorang yang bahkan belumlah siap
secara mental maka akan menimbulkan keributan yang akhirnya berdampak
terhadap perceraian bagi anak itu sendiri. Perceraian pun memiliki dampak
yang buruk bagi mental sang anak yaitu dengan adanya perceraian maka sang
anak dapat trauma untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan pasangan
berikutnya belum lagi apabila pasangan di bawah umur itu bercerai maka anak

yang mereka lahirkan juga akan terbengkalai. Bayangkan saja apabila anak itu
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sudah mencapai usia dewasa bagaimanakah nasib sang anak kelak apabila
anak tersebut tidak lagi memiliki orang tua. Anak-anak yang terlahir dari
keluarga yang berantakan atau anak-anak dari hasil perceraian pada umumnya
menjadi anak-anak dengan mental dan perilaku yang kurang baik.
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